




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melalui 
media daring dengan aplikasi Webex didapatkan yaitu :  
1. Apoteker yang bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat 
dan Makanan Surabaya (BBPOM Surabaya) memiliki 
tugas dan peran yang penting dalam pengawasan obat dan 
makanan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 
dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menangani 
cakupan wilayah pengawasan yang luas. 
2. Apoteker yang bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat 
dan Makanan Surabaya (BBPOM Surabaya) juga memiliki 
tugas dan tanggung jawab sebagai pencegahan, pelindung, 
pendeteksian, penindakan, penginformasian dan 
peningkatan dalam penanganan obat dan m akanan serta 
menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat agar obat 
dan makanan yang dikonsumsi aman, bermutu dan 










Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melalui 
media daring dengan aplikasi Webex dapat diberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Peningkatan sosialisasi mengenai aplikasi BPOM pada 
gadget dapat ditingkatkan. 
2. Penggabungan berbagai aplikasi BPOM di gadget menjadi 
satu aplikasi BPOM yang  sempurna yaitu sudah memuat 
semua fungsi dari berbagai aplikasi BPOM agar 
mempermudah pengunduhan dan tidak terlalu banyak 
mengunduh aplikasi sehingga membuat aplikasi dari 
BPOM menjadi lebih efektif, efisien dan mudah dipahami 
oleh masyarakat. 
3. Peningkatan dan perbaikan dalam pembinaan akan 
pentingnya sertifikasi obat dan makanan serta kosmetik 
agar masyarakat lebih sadar dan paham akan hal tersebut. 
4. Peningkatan penyuluhan dan informasi yang uptodate 
mengenai informasi obat, makanan atau berita terbaru 
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